
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.154, 2019 PERBANKAN. BI. Pengelolaan Uang 

Rupiah.(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6378) 

 

PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR 21/10/PBI/2019 

TENTANG 

PENGELOLAAN UANG RUPIAH 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa uang rupiah merupakan simbol kedaulatan negara 

dan alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang pengelolaannya perlu dilakukan 

dengan baik untuk mendukung terpeliharanya stabilitas 

moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran 

sistem pembayaran; 

b. bahwa pengelolaan uang rupiah yang meliputi 

perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, 

pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan, dilakukan 

untuk menyediakan uang rupiah yang layak edar, 

denominasi sesuai, tepat waktu sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, serta aman dari upaya pemalsuan, dengan 

memperhatikan efisiensi dan kepentingan nasional; 

  c.  bahwa dalam kegiatan pengelolaan uang rupiah yang 

dilakukan Bank Indonesia dengan pengolahan uang 

rupiah oleh bank dan penyediaan jasa pengolahan uang 

rupiah oleh penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah, 

perlu dilakukan pengaturan secara lengkap dan 

komprehensif dalam 1 (satu) peraturan perundang-

undangan; 
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  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam  huruf  a, huruf b, dan  huruf  c,  perlu  

menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang 

Pengelolaan Uang Rupiah; 

 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 

1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4962); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 

tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5223); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN 

UANG RUPIAH. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:  

1. Uang Rupiah adalah rupiah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang yang mengatur mengenai mata uang. 

2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 

seluruh wilayah teritorial Indonesia, termasuk kapal dan 

pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, 
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Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan 

Republik Indonesia lainnya di luar negeri. 

3. Ciri Uang Rupiah adalah tanda tertentu pada setiap 

rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk 

menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai 

nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya 

pemalsuan. 

4. Kertas Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk 

membuat rupiah kertas yang mengandung unsur 

pengaman dan yang tahan lama.  

5. Logam Uang adalah bahan baku yang digunakan untuk 

membuat rupiah logam yang mengandung unsur 

pengaman dan yang tahan lama. 

6. Uang Rupiah Kertas adalah Uang Rupiah dalam bentuk 

lembaran yang terbuat dari Kertas Uang. 

7. Uang Rupiah Logam adalah Uang Rupiah dalam bentuk 

koin yang terbuat dari Logam Uang. 

8. Uang Rupiah Tidak Layak Edar yang selanjutnya disebut 

UTLE adalah Uang Rupiah yang terdiri atas Uang Rupiah 

lusuh, Uang Rupiah cacat, dan Uang Rupiah rusak. 

9. Uang Rupiah Khusus adalah Uang Rupiah yang 

dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu atau 

untuk memperingati suatu peristiwa yang berskala 

nasional atau internasional. 

10. Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, 

ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai 

rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau 

diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran 

dengan merendahkan kehormatan rupiah sebagai simbol 

negara. 

11. Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, 

ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai 

rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, 

diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran 

secara melawan hukum. 

12. Pengelolaan Uang Rupiah adalah suatu kegiatan yang 

mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, 
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pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta 

pemusnahan rupiah yang dilakukan secara efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel. 

13. Perencanaan adalah suatu rangkaian kegiatan 

menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan yang 

akan dicetak berdasarkan perkiraan kebutuhan rupiah 

dalam periode tertentu. 

14. Pencetakan adalah suatu rangkaian kegiatan mencetak 

rupiah. 

15. Pengeluaran adalah suatu rangkaian kegiatan 

menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di 

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

16. Pengedaran adalah suatu rangkaian kegiatan 

mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di Wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

17. Pencabutan dan Penarikan adalah rangkaian kegiatan 

yang menetapkan rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat 

pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

18. Pemusnahan adalah suatu rangkaian kegiatan meracik, 

melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah sehingga 

tidak menyerupai rupiah. 

19. Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah yang 

selanjutnya disingkat PJPUR adalah pihak yang telah 

memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk melakukan 

kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah. 

20. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan 

termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di 

luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha 

syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

yang mengatur mengenai perbankan syariah. 
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BAB II 

MACAM DAN HARGA UANG RUPIAH 

 

Pasal 2 

(1) Macam Uang Rupiah terdiri atas Uang Rupiah Kertas dan 

Uang Rupiah Logam. 

(2) Uang Rupiah Kertas dan Uang Rupiah Logam 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Uang 

Rupiah Khusus. 

(3) Bank Indonesia menetapkan macam Uang Rupiah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap 

pecahan Uang Rupiah yang dikeluarkan. 

 

Pasal 3  

(1) Harga Uang Rupiah merupakan nilai nominal yang 

tercantum pada setiap pecahan Uang Rupiah. 

(2) Bank Indonesia menetapkan pecahan Uang Rupiah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

BAB III 

CIRI, DESAIN, DAN BAHAN BAKU UANG RUPIAH 

 

Pasal 4 

(1) Bank Indonesia menetapkan Ciri Uang Rupiah. 

(2) Ciri Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas ciri umum dan ciri khusus. 

(3) Ciri umum Uang Rupiah Kertas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) paling sedikit memuat: 

a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”; 

b. frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia”; 

c. sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai 

nilai nominalnya; 

d. tanda tangan Pemerintah dan Bank Indonesia; 

e. nomor seri pecahan; 

f. teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 
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MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT 

PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI...”; dan 

g. tahun emisi dan tahun cetak. 

(4) Ciri umum Uang Rupiah Logam sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) paling sedikit memuat: 

a. gambar lambang negara “Garuda Pancasila”; 

b. frasa “Republik Indonesia”; 

c. sebutan pecahan dalam angka sebagai nilai 

nominalnya; dan 

d. tahun emisi. 

(5) Selain ciri umum Uang Rupiah Kertas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ciri umum Uang Rupiah 

Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memuat 

frasa “Bank Indonesia”. 

(6) Ciri khusus Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) memiliki fungsi sebagai pengaman yang terdapat 

pada desain, bahan, dan teknik cetak. 

(7) Ciri khusus Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (5) bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. 

 

Pasal 5 

Ciri Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(2) tidak memuat gambar orang yang masih hidup. 

 

Pasal 6 

Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden dicantumkan 

sebagai gambar utama pada bagian depan Uang Rupiah. 

 

Pasal 7  

(1) Bank Indonesia menetapkan desain Uang Rupiah yang 

terdiri atas ciri, tanda tertentu, ukuran, dan unsur 

pengaman. 

(2) Tanda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup warna, gambar, besar, bahan baku Uang 

Rupiah, dan tanda lainnya. 
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(3) Unsur pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

termasuk di dalamnya ciri atau tanda yang dapat 

dipergunakan oleh tunanetra. 

 

Pasal 8 

(1) Bank Indonesia menetapkan bahan baku Uang Rupiah 

yang terdiri atas Kertas Uang atau Logam Uang. 

(2) Kertas Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya. 

(3) Logam Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

terbuat dari aluminium, aluminium bronze, kupronikel, 

baja, atau bahan logam lainnya. 

(4) Bahan baku Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mengutamakan produk dalam negeri dengan 

menjaga mutu, keamanan, dan harga yang bersaing. 

 

BAB IV 

PENGELOLAAN UANG RUPIAH 

 

Pasal 9  

Bank Indonesia melakukan Pengelolaan Uang Rupiah yang 

meliputi tahapan: 

a. Perencanaan; 

b. Pencetakan; 

c. Pengeluaran; 

d. Pengedaran; 

e. Pencabutan dan Penarikan; dan 

f. Pemusnahan. 

 

BAB V 

PERENCANAAN 

 

Pasal 10 

(1) Bank Indonesia melakukan Perencanaan jumlah dan jenis 

pecahan Uang Rupiah yang akan dicetak. 

(2) Perencanaan jumlah Uang Rupiah yang akan dicetak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 

www.peraturan.go.id



2019, No.154 -8- 

memperhatikan asumsi tingkat inflasi, asumsi 

pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, 

kebijakan perubahan harga rupiah, kebutuhan 

masyarakat terhadap jenis pecahan Uang Rupiah tertentu, 

tingkat pemalsuan, dan faktor lain yang memengaruhi. 

(3) Perencanaan jenis pecahan Uang Rupiah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) termasuk perencanaan desain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). 

 

Pasal 11 

(1) Perencanaan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 ayat (1) termasuk Perencanaan Uang Rupiah 

Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). 

(2) Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (2) mempunyai kriteria sebagai berikut: 

a. dikeluarkan secara khusus untuk tujuan tertentu 

atau memperingati peristiwa yang berskala nasional 

maupun internasional; 

b. memiliki desain yang berbeda dengan desain Uang 

Rupiah yang sudah beredar; 

c. dapat memiliki nilai jual yang berbeda dengan nilai 

nominalnya; dan 

d. berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. 

(3) Peristiwa yang berskala nasional maupun internasional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

 

Pasal 12 

Bank Indonesia menyediakan jumlah Uang Rupiah yang akan 

diedarkan. 

 

BAB VI 

PENCETAKAN 

 

Pasal 13 

Bank Indonesia melakukan Pencetakan Uang Rupiah 

berdasarkan Perencanaan jumlah dan jenis pecahan Uang 
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Rupiah yang akan dicetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

10. 

 

Pasal 14 

(1) Bank Indonesia melakukan Pencetakan Uang Rupiah di 

dalam negeri dengan menunjuk badan usaha milik negara 

sebagai pelaksana Pencetakan Uang Rupiah. 

(2) Pencetakan Uang Rupiah melalui badan usaha milik 

negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan dengan cara: 

a. Pencetakan Uang Rupiah termasuk penyediaan 

bahan baku Uang Rupiah; atau 

b. Pencetakan Uang Rupiah dengan bahan baku Uang 

Rupiah yang disediakan oleh Bank Indonesia. 

(3) Penunjukan badan usaha milik negara sebagai pelaksana 

Pencetakan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank 

Indonesia yang mengatur mengenai pengadaan di Bank 

Indonesia. 

 

Pasal 15 

Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (1) harus menjaga mutu, keamanan, dan harga yang 

bersaing dalam melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah untuk 

Bank Indonesia. 

 

Pasal 16 

(1) Dalam hal badan usaha milik negara sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14  ayat (1) menyatakan tidak 

sanggup melaksanakan Pencetakan Uang Rupiah maka 

badan usaha milik negara tersebut dapat menunjuk 

lembaga lain untuk bekerja sama dalam pelaksanaan 

Pencetakan Uang Rupiah dengan persetujuan Bank 

Indonesia. 

(2) Penunjukan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh badan usaha milik negara melalui 
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proses yang transparan dan akuntabel serta 

menguntungkan negara. 

 

Pasal 17 

(1) Badan usaha milik negara bertanggung jawab atas 

kualitas dan ketepatan jadwal pengiriman hasil 

Pencetakan Uang Rupiah oleh lembaga lain yang telah 

ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1). 

(2) Lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 

(1) harus menjaga mutu, keamanan, dan memenuhi 

persyaratan Pencetakan Uang Rupiah yang ditetapkan 

Bank Indonesia dalam melaksanakan Pencetakan Uang 

Rupiah untuk Bank Indonesia. 

 

BAB VII 

PENGELUARAN 

 

Bagian Kesatu 

Pengeluaran Uang Rupiah 

 

Pasal 18 

(1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang 

berwenang melakukan Pengeluaran Uang Rupiah. 

(2) Bank Indonesia menetapkan tanggal, bulan, dan tahun 

mulai berlakunya Uang Rupiah yang dikeluarkan sebagai 

alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

(3) Bank Indonesia mengeluarkan Uang Rupiah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bank Indonesia 

yang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia dan diumumkan melalui media massa. 

(4) Uang Rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari bea 

meterai. 
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Bagian Kedua 

Pengeluaran Uang Rupiah Khusus 

 

Pasal 19 

Pengeluaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

18 termasuk Pengeluaran Uang Rupiah Khusus sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). 

 

BAB VIII 

PENGEDARAN 

 

Bagian Kesatu 

Pengedaran Uang Rupiah 

 

Pasal 20 

(1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang 

berwenang melakukan Pengedaran Uang Rupiah. 

(2) Kegiatan Pengedaran Uang Rupiah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 

a. distribusi Uang Rupiah; dan 

b. kegiatan layanan kas. 

(3) Dalam melakukan distribusi Uang Rupiah dan kegiatan 

layanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank 

Indonesia melakukan kegiatan pengelolaan khazanah 

Uang Rupiah.  

(4) Pengedaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan 

kebutuhan jumlah uang beredar. 

 

Bagian Kedua 

Distribusi Uang Rupiah 

 

Pasal 21 

Distribusi Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

ayat (2) huruf a meliputi distribusi Uang Rupiah: 

a. antarkantor Bank Indonesia; 
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b. ke lokasi penyimpanan Uang Rupiah yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia; dan/atau 

c. ke lokasi pihak lain yang melakukan kerja sama dengan 

Bank Indonesia dalam layanan kas.  

 

Bagian Ketiga 

Kegiatan Layanan Kas  

 

Pasal 22 

Kegiatan layanan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

ayat (2) huruf b terdiri atas: 

a. penukaran Uang Rupiah; 

b. penyetoran dan penarikan Uang Rupiah; 

c. pengolahan Uang Rupiah; dan  

d. penentuan keaslian Uang Rupiah. 

 

Paragraf 1 

Penukaran Uang Rupiah 

 

Pasal 23 

(1) Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank 

Indonesia memberikan layanan penukaran Uang Rupiah 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

(2) Layanan penukaran Uang Rupiah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan untuk: 

a. penukaran Uang Rupiah dalam pecahan yang sama 

atau pecahan yang lain; dan/atau 

b. penggantian UTLE. 

(3) Bank Indonesia memberikan layanan penukaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu: 

a. di kantor Bank Indonesia; dan 

b. di luar kantor Bank Indonesia melalui kas keliling. 

 

Pasal 24 

(1) Penggantian atas UTLE yang berbentuk Uang Rupiah 

cacat dan Uang Rupiah lusuh diberikan oleh Bank 

www.peraturan.go.id



2019, No.154 
-13- 

Indonesia apabila tanda keaslian Uang Rupiah tersebut 

masih dapat diketahui atau dikenali. 

(2) Penggantian UTLE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan dengan nilai yang sama dengan nilai 

nominalnya. 

(3) Penggantian atas UTLE yang berbentuk Uang Rupiah 

rusak diberikan dengan tata cara: 

a. Uang Rupiah Kertas: 

1. dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas lebih besar 

dari 2/3 (dua pertiga) ukuran aslinya dan Ciri 

Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, 

diberikan penggantian sebesar nilai nominal 

dengan persyaratan: 

a) Uang Rupiah Kertas rusak masih 

merupakan satu kesatuan dengan atau 

tanpa nomor seri yang lengkap; atau 

b) Uang Rupiah Kertas rusak tidak 

merupakan satu kesatuan dan kedua 

nomor seri pada Uang Rupiah Kertas rusak 

tersebut lengkap dan sama; atau 

2. dalam hal fisik Uang Rupiah Kertas sama 

dengan atau kurang dari 2/3 (dua pertiga) 

ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian; 

dan 

b. Uang Rupiah Logam: 

1. dalam hal fisik Uang Rupiah Logam lebih besar 

dari 1/2 (satu perdua) ukuran aslinya dan Ciri 

Uang Rupiah dapat dikenali keasliannya, 

diberikan penggantian sebesar nilai nominal; 

atau 

2. dalam hal fisik Uang Rupiah Logam sama 

dengan atau kurang dari 1/2 (satu perdua) 

ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian. 

(4) UTLE dalam bentuk Uang Rupiah rusak sebagian karena 

terbakar diberikan penggantian dengan nilai yang sama 

nominalnya, sepanjang menurut penelitian Bank 

Indonesia masih dapat dikenali keasliannya. 
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(5) Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas UTLE 

dalam bentuk Uang Rupiah rusak apabila menurut Bank 

Indonesia kerusakan Uang Rupiah tersebut diduga 

dilakukan secara sengaja atau dilakukan secara sengaja. 

 

Pasal 25 

Bank Indonesia tidak memberikan penggantian atas Uang 

Rupiah yang hilang atau musnah karena sebab apapun. 

 

Pasal 26 

Bank yang beroperasi di Wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia wajib menyediakan layanan penukaran Uang Rupiah 

kepada masyarakat sesuai ketentuan penukaran Uang Rupiah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24. 

 

Pasal 27 

(1) Masyarakat dapat memperoleh Uang Rupiah Khusus 

dengan mekanisme: 

a. penukaran, untuk Uang Rupiah Khusus yang 

mempunyai nilai yang sama dengan nilai nominal; 

atau 

b. pembelian, untuk Uang Rupiah Khusus yang 

mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dari nilai 

nominal. 

(2) Bank Indonesia dapat menunjuk Bank dan/atau pihak 

lain untuk melakukan penukaran dan/atau penjualan 

Uang Rupiah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1). 

 

Pasal 28 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penukaran Uang Rupiah 

diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 
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Paragraf 2 

Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah 

 

Pasal 29 

(1) Penyetoran dan penarikan Uang Rupiah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan oleh Bank. 

(2) Penyetoran dan penarikan Uang Rupiah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

(3) Bank wajib memastikan Uang Rupiah dalam kegiatan 

penyetoran kepada Bank Indonesia tidak terdapat Uang 

Rupiah yang diragukan keasliannya. 

(4) Dalam hal Bank menyerahkan kegiatan penyetoran dan 

penarikan Uang Rupiah kepada pihak lain, Bank hanya 

dapat menyerahkan pelaksanaan kegiatan penyetoran dan 

penarikan Uang Rupiah tersebut kepada PJPUR. 

(5) Dalam hal Bank bekerja sama dengan PJPUR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank wajib 

melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan memastikan 

penerapan manajemen risiko oleh PJPUR. 

 

Pasal 30 

(1) Bank harus terlebih dahulu melakukan transaksi Uang 

Rupiah antar-Bank sebelum dapat melakukan penyetoran 

dan/atau penarikan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29. 

(2) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat 

menetapkan Bank tidak harus melakukan transaksi Uang 

Rupiah antar-Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Mekanisme transaksi Uang Rupiah antar-Bank 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 

kesepakatan tertulis antar-Bank. 

 

Pasal 31 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyetoran dan penarikan 

Uang Rupiah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan 

Gubernur. 
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Paragraf 3 

Pengolahan Uang Rupiah 

 

Pasal 32 

(1) Pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 huruf c dilakukan oleh Bank Indonesia dan 

Bank. 

(2) Pengolahan Uang Rupiah oleh Bank sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan 

ketentuan Bank Indonesia. 

(3) Bank yang melaksanakan penyetoran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib terlebih dahulu 

melakukan pengolahan Uang Rupiah. 

(4) Dalam hal Bank menyerahkan kegiatan pengolahan Uang 

Rupiah kepada pihak lain, Bank hanya dapat 

menyerahkan pelaksanaan kegiatan pengolahan Uang 

Rupiah tersebut kepada PJPUR. 

(5) Dalam hal Bank bekerja sama dengan PJPUR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank wajib 

melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan memastikan 

penerapan manajemen risiko oleh PJPUR. 

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan Uang Rupiah 

diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 

 

Paragraf 4 

Penentuan Keaslian Uang Rupiah 

 

Pasal 33 

(1) Bank Indonesia berwenang untuk menentukan keaslian 

Uang Rupiah. 

(2) Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) Bank Indonesia menyatakan Uang Rupiah yang 

tidak memenuhi Ciri Uang Rupiah sebagai Uang Rupiah 

tidak asli. 
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Pasal 34 

(1) Bank Indonesia memberikan informasi, pengetahuan, dan 

sosialisasi mengenai tanda keaslian Uang Rupiah dan 

Uang Rupiah emisi baru kepada masyarakat. 

(2) Informasi, pengetahuan, dan sosialisasi Uang Rupiah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk 

spesimen Uang Rupiah, visualisasi melalui teknologi 

informasi, dan/atau bentuk lainnya. 

(3) Dalam pelaksanaan pemberian informasi, pengetahuan, 

dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Bank Indonesia dapat bekerja sama dengan pihak lain. 

 

Pasal 35 

(1) Masyarakat dapat meminta klarifikasi kepada Bank 

Indonesia tentang Uang Rupiah yang diragukan 

keasliannya.  

(2) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Uang Rupiah tersebut dinyatakan 

asli, Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar 

nilai nominal. 

(3) Dalam hal Uang Rupiah yang dinyatakan asli 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam kondisi rusak 

sebagian, Bank Indonesia memberikan penggantian 

sebesar nilai nominal sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. 

(4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) Uang Rupiah tersebut dinyatakan 

tidak asli, Bank Indonesia tidak memberikan penggantian 

dan Uang Rupiah tidak asli tersebut diproses sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

 

Pasal 36 

(1) Bank harus menerima Uang Rupiah yang diragukan 

keasliannya yang berasal dari: 

a. PJPUR yang bekerja sama dengan Bank;  

b. perseorangan dan badan hukum; dan/atau 
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c. kegiatan pengolahan Uang Rupiah yang dilakukan 

oleh Bank. 

(2) Bank harus menahan Uang Rupiah yang diragukan 

keasliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Bank harus meneruskan Uang Rupiah yang diragukan 

keasliannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

dimintakan klarifikasi kepada Bank Indonesia. 

 

Pasal 37 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan keaslian Uang 

Rupiah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 

 

Bagian Keempat 

Pengelolaan Khazanah Uang Rupiah 

 

Pasal 38 

(1) Dalam melakukan distribusi Uang Rupiah dan kegiatan 

layanan kas, Bank Indonesia melakukan kegiatan 

penyimpanan Uang Rupiah pada khazanah Uang Rupiah. 

(2) Penyimpanan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan pada khazanah Uang Rupiah milik 

Bank Indonesia. 

(3) Dalam kondisi tertentu, Bank Indonesia dapat menyimpan 

Uang Rupiah di khazanah milik pihak lain yang bekerja 

sama dengan Bank Indonesia. 

 

Pasal 39 

(1) Selain digunakan untuk menyimpan Uang Rupiah, 

khazanah Uang Rupiah milik Bank Indonesia dapat 

menerima titipan dari pihak tertentu yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia.  

(2) Bank Indonesia menetapkan jenis titipan, kriteria titipan, 

jangka waktu penitipan, dan persyaratan penitipan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penitipan di khazanah 

Uang Rupiah diatur dengan Peraturan Anggota Dewan 

Gubernur. 
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Bagian Kelima 

Kas Titipan  

 

Pasal 40 

(1) Dalam melaksanakan kegiatan layanan kas Bank 

Indonesia dapat bekerja sama dengan Bank dalam bentuk 

kas titipan. 

(2) Kegiatan layanan kas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) berupa penukaran Uang Rupiah, penyetoran dan 

penarikan Uang Rupiah, serta pengolahan Uang Rupiah. 

(3) Bank Indonesia memberikan bantuan finansial kepada 

Bank yang bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam 

bentuk kas titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(4) Bank yang bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam 

bentuk kas titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

melakukan pengelolaan kas titipan untuk dan atas nama 

Bank Indonesia. 

 

Bagian Keenam 

PJPUR 

 

Pasal 41 

(1) Jenis kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah terdiri atas: 

a. distribusi Uang Rupiah; 

b. penyimpanan Uang Rupiah di khazanah; 

c. pemrosesan Uang Rupiah; dan/atau 

d. pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan 

kecukupan Uang Rupiah pada automated teller 

machine (ATM), cash deposit machine (CDM), cash 

recycling machine (CRM), dan/atau mesin transaksi 

Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank 

Indonesia. 

(2) PJPUR hanya dapat melakukan kegiatan jasa pengolahan 

Uang Rupiah sesuai dengan kategori yang dimiliki oleh 

PJPUR. 

(3) PJPUR dengan kategori satu dapat melakukan kegiatan 

jasa pengolahan Uang Rupiah yaitu: 
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a. distribusi Uang Rupiah; dan 

b. penyimpanan Uang Rupiah di khazanah. 

(4) PJPUR dengan kategori dua dapat melakukan kegiatan 

jasa pengolahan Uang Rupiah yaitu: 

a. distribusi Uang Rupiah; 

b. penyimpanan Uang Rupiah di khazanah; 

c. pemrosesan Uang Rupiah; dan 

d. pengisian, pengambilan, dan/atau pemantauan 

kecukupan Uang Rupiah pada automated teller 

machine (ATM), cash deposit machine (CDM), cash 

recycling machine (CRM), dan/atau mesin transaksi 

Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank 

Indonesia. 

(5) Selain kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PJPUR dapat: 

a. melakukan kerja sama untuk kegiatan pembawaan 

uang kertas asing sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai 

pembawaan uang kertas asing ke dalam dan ke luar 

daerah pabean Indonesia, untuk PJPUR kategori satu 

dan PJPUR kategori dua; dan 

b. melakukan penyediaan dan pemeliharaan automated 

teller machine (ATM), cash deposit machine (CDM), 

cash recycling machine (CRM), dan/atau mesin 

transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui Bank 

Indonesia, untuk PJPUR kategori dua.  

 

Pasal 42 

(1) Selain bekerja sama untuk melakukan penyetoran dan 

penarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) 

serta pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 ayat (4), Bank dapat bekerja sama dengan 

PJPUR dalam melaksanakan distribusi Uang Rupiah, 

penyimpanan Uang Rupiah di khazanah, dan pengisian, 

pengambilan, serta pemantauan kecukupan Uang Rupiah 

pada automated teller machine (ATM), cash deposit 

machine (CDM), cash recycling machine (CRM), dan/atau 
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mesin transaksi Uang Rupiah tunai lain yang disetujui 

Bank Indonesia. 

(2) Bank hanya dapat melakukan kerja sama dengan PJPUR 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis 

kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah yang dimiliki oleh 

PJPUR. 

 
Pasal 43 

(1) Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan jasa 

pengolahan Uang Rupiah wajib memperoleh izin sebagai 

PJPUR dari Bank Indonesia. 

(2) Pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi 

PJPUR harus memenuhi persyaratan:  

a. aspek umum; dan   

b. aspek kelayakan. 

(3) Aspek umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 

a berupa: 

a. badan hukum Indonesia berbentuk perseroan 

terbatas;  

b. modal minimum; 

c. komposisi kepemilikan saham; 

d. domisili dan rangkap jabatan, untuk direksi dan 

komisaris; dan 

e. izin operasional sebagai badan usaha jasa 

pengamanan dengan jenis usaha terbatas pada kawal 

angkut uang dan barang berharga dari Kepolisian 

Negara Republik Indonesia yang masih berlaku. 

(4) Aspek kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf b berupa: 

a. sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

b. kondisi dan/atau kinerja keuangan yang sehat; 

c. rencana keberlangsungan bisnis;  

d. sumber daya manusia dengan kompetensi yang 

memadai; dan 

e. standar operasional prosedur untuk setiap jenis 

kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah. 
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Pasal 44 

(1) Modal minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 

ayat (3) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima 

ratus juta rupiah), bagi PJPUR kategori satu; dan 

b. paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar 

rupiah), bagi PJPUR kategori dua. 

(2) Pemenuhan modal minimum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilarang berasal dari pinjaman. 

 

Pasal 45 

(1) Komposisi kepemilikan saham sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 43 ayat (3) huruf c yaitu paling sedikit 

sebesar 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki 

oleh: 

a. warga negara Indonesia; dan/atau 

b. badan hukum Indonesia. 

(2) PJPUR yang telah memperoleh izin wajib tetap memelihara 

pemenuhan komposisi kepemilikan saham sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1).  

 

Pasal 46 

(1) Anggota direksi PJPUR wajib berdomisili di Wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(2) Anggota direksi PJPUR dilarang merangkap jabatan 

sebagai direksi dan/atau dewan komisaris pada PJPUR 

lain. 

(3) Anggota direksi harus memiliki: 

a. pengalaman dan/atau pengetahuan yang memadai 

dan relevan dengan jabatannya; dan 

b. pengetahuan di bidang jasa pengolahan Uang 

Rupiah. 

 

Pasal 47 

(1) Mayoritas anggota dewan komisaris PJPUR wajib 

berdomisili di Wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
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(2) Anggota dewan komisaris PJPUR dilarang merangkap 

jabatan sebagai direksi dan/atau dewan komisaris pada 

PJPUR lain. 

(3) Anggota dewan komisaris harus memiliki pengetahuan 

dan/atau pengalaman di bidang pengolahan Uang Rupiah. 

 

Pasal 48 

(1) Dalam pemberian izin PJPUR, Bank Indonesia berwenang 

melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap 

anggota direksi dan anggota dewan komisaris. 

(2) Penilaian kemampuan dan kepatutan ditujukan untuk 

memastikan pemenuhan persyaratan: 

a. integritas; 

b. reputasi keuangan; dan 

c. kompetensi. 

(3) Penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dalam hal terdapat 

perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan 

komisaris PJPUR. 

 

Pasal 49 

(1) Izin sebagai PJPUR yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 

berlaku selama 5 (lima) tahun. 

(2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diperpanjang berdasarkan permohonan dari PJPUR. 

 

Pasal 50 

(1) Pembukaan kantor cabang PJPUR wajib memperoleh 

persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. 

(2) Dalam pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), PJPUR harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. rencana pembukaan kantor cabang wajib 

dicantumkan dalam rencana bisnis PJPUR; 

b. memenuhi persyaratan penambahan modal; 

c. memiliki izin perluasan kegiatan usaha dari 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
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d. menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi 

standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

e. memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi 

yang memadai;  

f. memiliki rencana keberlangsungan bisnis untuk 

kegiatan operasional setempat; dan 

g. standar operasional prosedur untuk setiap jenis 

kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah. 

(3) PJPUR kategori satu dapat membuka kantor cabang 

dengan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dan 

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) 

huruf a. 

(4) PJPUR kategori dua dapat membuka kantor cabang 

dengan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4) dan 

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) 

huruf a dan huruf b. 

(5) Pemenuhan persyaratan penambahan modal sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk setiap 

pembukaan kantor cabang yaitu: 

a. penambahan modal paling sedikit 

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap 

pembukaan kantor cabang yang melaksanakan 

kegiatan pengolahan Uang Rupiah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3); dan 

b. penambahan modal paling sedikit 

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta 

rupiah) untuk setiap pembukaan kantor cabang yang 

melaksanakan kegiatan pengolahan Uang Rupiah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

 

Pasal 51 

(1) Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan 

perizinan PJPUR dan/atau persetujuan pembukaan 

kantor cabang. 
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(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

didasarkan pada pertimbangan: 

a. menjaga efisiensi nasional; 

b. menjaga kepentingan publik; 

c. menjaga pertumbuhan industri; 

d. menjaga persaingan usaha yang sehat; dan/atau  

e. mendukung kebijakan nasional. 

 

Pasal 52 

(1) Dalam menyelenggarakan kegiatan pengolahan Uang 

Rupiah, PJPUR wajib: 

a. memelihara kecukupan modal sesuai dengan kategori 

jenis kegiatan pengolahan Uang Rupiah dan jumlah 

kantor cabang yang dimiliki; 

b. menggunakan sarana dan prasarana yang telah 

memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia; 

c. memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara 

efektif; 

d. memenuhi standar kualitas Uang Rupiah yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia; 

e. melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah 

dengan menggunakan sarana dan prasarana sesuai 

dengan kapasitas yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia; 

f. memiliki asuransi yang melindungi seluruh jenis 

kegiatan yang dilaksanakan oleh PJPUR; 

g. menyusun rencana bisnis PJPUR setiap tahun dan 

menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Bank 

Indonesia;  

h. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di 

bidang pengolahan Uang Rupiah; 

i. menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia 

sesuai dengan jenis dan jangka waktu yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia; 
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j. mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia dalam 

hal akan melakukan perubahan anggota dewan 

komisaris dan/atau anggota direksi; dan 

k. membuat perjanjian penyelenggaraan jasa 

pengolahan Uang Rupiah dengan Bank atau pihak 

lain yang bekerja sama dengan PJPUR. 

(2) PJPUR yang melakukan jenis kegiatan pemrosesan Uang 

Rupiah wajib memastikan Uang Rupiah hasil pemrosesan 

yang didistribusikan tidak terdapat Uang Rupiah yang 

diragukan keasliannya. 

 

Pasal 53 

(1) PJPUR dilarang: 

a. melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan 

berubahnya kepemilikan saham mayoritas, paling 

lama 5 (lima) tahun sejak izin pertama kali diberikan; 

dan 

b. mengalihkan pelaksanaan atas jenis kegiatan jasa 

pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41 ayat (1) dan mengalihkan kegiatan 

lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) 

kepada pihak lain. 

(2) Perubahan kepemilikan saham mayoritas sebelum 

berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam kondisi tertentu 

dan memperoleh persetujuan Bank Indonesia. 

 

Pasal 54 

Bank Indonesia berwenang menetapkan kapasitas untuk 

kegiatan jasa Pengolahan Uang Rupiah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e berdasarkan sarana dan 

prasarana yang digunakan oleh PJPUR. 

 

Pasal 55 

Ketentuan lebih lanjut mengenai PJPUR diatur dengan 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 
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BAB IX 

PENCABUTAN DAN PENARIKAN 

 

Pasal 56 

(1) Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang 

berwenang melakukan Pencabutan dan Penarikan Uang 

Rupiah. 

(2) Bank Indonesia menetapkan Uang Rupiah tidak lagi 

sebagai alat pembayaran yang sah di Wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia dengan cara mencabut dan 

menarik Uang Rupiah dari peredaran. 

(3) Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia 

dengan Peraturan Bank Indonesia yang ditempatkan 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan 

diumumkan melalui media massa. 

(4) Bank Indonesia memberikan penggantian atas Uang 

Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai 

nominal yang sama. 

(5) Hak untuk memperoleh penggantian atas Uang Rupiah 

yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku setelah 10 (sepuluh) 

tahun sejak tanggal pencabutan. 

(6) Lokasi penggantian atas Uang Rupiah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (5) dilakukan di Bank Indonesia dan 

Bank. 

(7) Tata cara penggantian atas Uang Rupiah yang dicabut dan 

ditarik dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) yang dalam kondisi lusuh, cacat, atau rusak yaitu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. 
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BAB X 

PEMUSNAHAN 

 

Pasal 57  

(1) Bank Indonesia melaksanakan Pemusnahan Uang Rupiah 

terhadap: 

a. UTLE; 

b. Uang Rupiah yang masih layak edar yang dengan 

pertimbangan tertentu tidak lagi mempunyai manfaat 

ekonomis dan/atau kurang diminati oleh 

masyarakat; dan/atau 

c. Uang Rupiah yang sudah tidak berlaku. 

(2) Jumlah dan nilai nominal Uang Rupiah yang 

dimusnahkan oleh Bank Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran 

Negara Republik Indonesia secara periodik setiap 1 (satu) 

tahun sekali. 

 

BAB XI 

LAPORAN, PENGAWASAN, DAN PEMANTAUAN 

 

Bagian Kesatu 

Laporan 

 

Pasal 58 

(1) Bank dan PJPUR wajib menyampaikan laporan berkala 

dan laporan insidental kepada Bank Indonesia secara 

benar dan lengkap. 

(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur sebagai berikut: 

a. bagi Bank berupa laporan harian, laporan bulanan, 

dan laporan dengan periode lainnya yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia; dan 

b. bagi PJPUR berupa laporan bulanan, laporan 

tahunan, dan laporan dengan periode lainnya yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia. 
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(3) Bank dan PJPUR wajib melakukan koreksi dalam hal 

laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah 

disampaikan kepada Bank Indonesia tidak benar dan 

tidak lengkap.  

(4) Bank dan PJPUR wajib menyampaikan laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan koreksi laporan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai bentuk dan 

tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan diatur dalam 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 

 

Bagian Kedua 

Pengawasan  

 

Pasal 59 

Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap: 

a. Bank dalam melakukan pengolahan Uang Rupiah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) serta 

dalam melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan 

memastikan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR  

yang bekerja sama dengan Bank sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 29 ayat (5) dan Pasal 32 ayat (5); dan  

b. PJPUR. 

 

Pasal 60 

(1) Pengawasan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 59 meliputi pengawasan tidak langsung dan 

pengawasan langsung. 

(2) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan melalui penelitian terhadap laporan 

berkala dan laporan insidental yang disampaikan oleh 

Bank dan/atau PJPUR sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 58. 

(3) Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan melalui pemeriksaan terhadap Bank 

dan/atau PJPUR untuk memastikan kebenaran laporan 
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yang disampaikan dan memastikan pemenuhan kewajiban 

oleh Bank dan/atau PJPUR.  

(4) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap PJPUR, Bank 

Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap pihak 

yang bekerja sama dengan PJPUR. 

(5) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk dan 

atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(6) Bank dan/atau PJPUR wajib memberikan keterangan, 

penjelasan, rekaman, dan/atau dokumen yang 

dibutuhkan dalam pemeriksaan oleh Bank Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau pihak lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5). 

 

Pasal 61 

(1) Dalam hal berdasarkan pengawasan Bank Indonesia, 

Bank:  

a. tidak melakukan pemantauan kinerja PJPUR dan 

tidak memastikan penerapan manajemen risiko oleh 

PJPUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 

(5) dan Pasal 32 ayat (5); dan/atau 

b. tidak melakukan pengolahan Uang Rupiah sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 

ayat (2),  

Bank wajib menyampaikan rencana tindak yang memuat 

komitmen untuk melakukan pemantauan kinerja PJPUR 

dan penerapan manajemen risiko oleh PJPUR dan/atau 

perbaikan untuk melakukan pengolahan sesuai ketentuan 

Bank Indonesia. 

(2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 

(satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank 

Indonesia kepada Bank. 

(3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. 
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(4) Bank wajib melaksanakan rencana tindak yang telah 

disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3). 

 

Pasal 62 

(1) Dalam hal berdasarkan pengawasan Bank Indonesia, 

PJPUR tidak: 

a. memenuhi komposisi kepemilikan saham 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;  

b. memelihara kecukupan modal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a;  

c. menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan 

standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf 

b; 

d. memiliki dan menerapkan manajemen risiko secara 

efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 

(1) huruf c; 

e. memenuhi standar kualitas Uang Rupiah yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d; 

f. melakukan kegiatan jasa pengolahan Uang Rupiah 

sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 

ayat (1) huruf e; dan 

g. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di 

bidang pengolahan Uang Rupiah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf h, 

PJPUR wajib menyampaikan rencana tindak yang memuat 

komitmen penyesuaian dan/atau perbaikan atas hal-hal 

sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan 

huruf g. 

(2) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 1 

(satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank 

Indonesia kepada PJPUR. 
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(3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

harus mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia. 

(4) PJPUR wajib melaksanakan komitmen dalam rencana 

tindak yang telah disetujui oleh Bank Indonesia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

 

Pasal 63 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dalam 

Peraturan Anggota Dewan Gubernur. 

 

Bagian Ketiga 

Pemantauan 

 

Pasal 64 

Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Bank 

pengelola kas titipan. 

 

BAB XII 

KOORDINASI DAN KERJA SAMA 

 

Pasal 65 

(1) Pengelolaan Uang Rupiah yang meliputi Perencanaan, 

Pencetakan, dan Pemusnahan Uang Rupiah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, dan huruf f 

dilakukan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan 

Pemerintah. 

(2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dituangkan dalam nota kesepahaman antara Bank 

Indonesia dan Pemerintah. 

 

Pasal 66 

Dalam mendukung penanggulangan Uang Rupiah Palsu, Bank 

Indonesia melakukan kerja sama dengan badan yang 

mengoordinasikan pemberantasan Uang Rupiah Palsu 

dan/atau instansi yang berwenang. 
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BAB XIII 

SANKSI ADMINISTRATIF 

 

Pasal 67 

(1) Bank yang tidak melakukan penyetoran dan penarikan 

Uang Rupiah kepada Bank Indonesia sesuai dengan 

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat 

(2) dikenai sanksi administratif berupa penolakan 

terhadap kegiatan penyetoran dan penarikan Uang 

Rupiah. 

(2) Bank yang tidak melakukan pengolahan Uang Rupiah 

yang akan disetorkan kepada Bank Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dikenai 

sanksi administratif berupa:  

a. teguran tertulis; 

b. kewajiban menjalani uji petik untuk setiap 

penyetoran Uang Rupiah selama jangka waktu 

tertentu apabila Bank telah memperoleh 3 (tiga) kali 

teguran tertulis untuk jenis pelanggaran yang sama; 

dan/atau 

c. penolakan terhadap kegiatan penyetoran Uang 

Rupiah, dalam hal berdasarkan uji petik 

sebagaimana dimaksud pada huruf b kegiatan 

pengolahan Uang Rupiah tidak memenuhi ketentuan 

Bank Indonesia. 

 

Pasal 68 

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan 

oleh Bank Indonesia terdapat Bank yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 

29 ayat (5), Pasal 32 ayat (2), dan/atau ayat (5), Bank 

dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. 

(2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 60 ayat (6) dan/atau Bank yang melanggar 

komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) 

dikenai sanksi administratif berupa penolakan terhadap 
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kegiatan penyetoran Uang Rupiah untuk jangka waktu 

tertentu.  

 

Pasal 69 

Apabila dalam kegiatan penyetoran Uang Rupiah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) ditemukan adanya Uang 

Rupiah tidak asli, baik yang dilakukan oleh Bank maupun 

melalui PJPUR atas nama Bank, Bank dikenai sanksi 

administratif berupa kewajiban membayar sebesar 10 (sepuluh) 

kali dari total nilai nominal temuan Uang Rupiah tidak asli. 

 

Pasal 70 

(1) PJPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 50 ayat (1) dikenai sanksi administratif 

berupa penghentian sementara kegiatan kantor cabang. 

(2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 

tanggal pengenaan sanksi administratif berupa 

penghentian sementara kegiatan kantor cabang 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PJPUR belum 

menghentikan kegiatan kantor cabang, PJPUR dikenai 

sanksi administratif berupa pencabutan izin PJPUR. 

 

Pasal 71 

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh 

Bank Indonesia terdapat PJPUR yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, huruf 

f, huruf g, huruf j, huruf k, Pasal 52 ayat (2), dan/atau Pasal 

53 ayat (1), PJPUR dikenai sanksi administratif berupa:  

a. teguran tertulis; 

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan 

jasa pengolahan Uang Rupiah; dan/atau 

c. pencabutan izin PJPUR. 

 

Pasal 72 

PJPUR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 60 ayat (6) dan/atau PJPUR yang melanggar 
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komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), 

dikenai sanksi administratif berupa: 

a. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan 

jasa pengolahan Uang Rupiah; dan/atau 

b. pencabutan izin PJPUR. 

 

Pasal 73 

(1) Bank dan PJPUR yang terlambat menyampaikan laporan 

berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) 

dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 58 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa 

kewajiban membayar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh 

ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan dan paling 

banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per laporan.  

(2) Bank dan PJPUR yang tidak menyampaikan laporan 

berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) 

dan/atau koreksi laporan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 58 ayat (3) sampai dengan berakhirnya batas waktu 

penyampaian laporan berkala dan koreksi laporan yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia dikenai sanksi 

administratif berupa kewajiban membayar sebesar 

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per laporan per periode. 

 

Pasal 74 

Bank Indonesia dapat menyampaikan informasi kepada 

otoritas terkait mengenai pengenaan sanksi administratif 

terhadap PJPUR. 

 

Pasal 75 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi 

administratif diatur dalam Peraturan Anggota Dewan 

Gubernur. 
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BAB XIV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

 

Pasal 76 

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan Pengedaran Uang Rupiah, 

Bank Indonesia berwenang: 

a. meminta Bank untuk melakukan dan/atau tidak 

melakukan suatu kegiatan tertentu terkait 

pengedaran Uang Rupiah;  

b. meminta PJPUR untuk melakukan dan/atau tidak 

melakukan suatu perbuatan terkait aspek 

kelembagaan PJPUR; 

c. menghentikan sementara sebagian atau seluruh 

kegiatan PJPUR; dan/atau 

d. mencabut izin PJPUR. 

(2) Pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: 

a. hasil pengawasan Bank Indonesia; 

b. permintaan tertulis atau rekomendasi tertulis dari 

pihak yang berwajib atau otoritas pengawas yang 

berwenang kepada Bank Indonesia; 

c. pencabutan izin dan/atau penghentian kegiatan 

badan usaha jasa pengamanan milik PJPUR oleh 

otoritas pengawas yang berwenang; 

d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap yang memerintahkan penghentian kegiatan 

badan usaha jasa pengamanan dan/atau PJPUR; 

dan/atau 

e. permohonan pembatalan dan/atau pencabutan izin 

yang diajukan atas inisiatif PJPUR. 
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BAB XV 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 77 

Uang Rupiah Khusus yang dikeluarkan sebelum berlakunya 

Peraturan Bank Indonesia ini tetap dinyatakan sebagai Uang 

Rupiah Khusus. 

 

Pasal 78 

(1) Jangka waktu penukaran Uang Rupiah yang dicabut dan 

ditarik dari peredaran sebelum berlakunya Peraturan 

Bank Indonesia ini mengikuti jangka waktu penukaran 

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.  

(2) Lokasi penukaran Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik 

dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan di kantor Bank Indonesia. 

 

Pasal 79 

Izin sebagai PJPUR yang telah diberikan sebelum berlakunya 

Peraturan Bank Indonesia ini tetap berlaku untuk jangka 

waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya 

Peraturan Bank Indonesia ini. 

 

Pasal 80 

(1) PJPUR yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya 

Peraturan Bank Indonesia ini dan belum memenuhi 

ketentuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 44 ayat (1) wajib melakukan penyesuaian 

permodalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 

Bank Indonesia ini. 

(2) Penyesuaian permodalan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak 

berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini. 

 

Pasal 81 

Ketentuan mengenai komposisi kepemilikan saham 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) wajib dipenuhi 
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oleh PJPUR yang telah memperoleh izin sebelum Peraturan 

Bank Indonesia ini berlaku, apabila setelah berlakunya 

Peraturan Bank Indonesia ini PJPUR melakukan perubahan 

kepemilikan yang menyebabkan terjadinya perubahan 

kepemilikan asing. 

 

Pasal 82 

(1) PJPUR yang pada saat berlakunya Peraturan Bank 

Indonesia ini memiliki anggota direksi dan mayoritas 

anggota dewan komisaris yang tidak berdomisili di 

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib 

melakukan penyesuaian domisili sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1). 

(2) Anggota direksi dan anggota dewan komisaris PJPUR yang 

pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini 

melakukan rangkap jabatan pada PJPUR lain wajib 

melakukan penyesuaian jabatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2). 

(3) Penyesuaian domisili dan rangkap jabatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling 

lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank 

Indonesia ini. 

 

Pasal 83 

PJPUR yang telah mengajukan permohonan persetujuan 

pembukaan kantor cabang sebelum berlakunya Peraturan 

Bank Indonesia ini harus menyesuaikan dengan seluruh 

persyaratan pembukaan kantor cabang sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Bank Indonesia ini. 

 

Pasal 84 

Pengenaan sanksi kewajiban membayar terhadap temuan Uang 

Rupiah tidak asli dalam kegiatan penyetoran Uang Rupiah 

yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia 

ini mengacu pada ketentuan mengenai pengenaan sanksi 

kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
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Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 tentang 

Penyelenggara Jasa Pengolahan Uang Rupiah. 

 

BAB XVI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 85 

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tanggal 

27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5323); 

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 

tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penitipan Sementara 

Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5350); dan 

c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 

tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penyelenggara Jasa 

Pengolahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 177, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5923), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 86 

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, semua 

peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan 

pelaksanaan dari:  

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tanggal 

27 Juni 2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5323); 

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/13/PBI/2012 

tanggal 16 Oktober 2012 tentang Penitipan Sementara 
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Surat yang Berharga dan Barang Berharga pada Bank 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5350); dan 

c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/15/PBI/2016 

tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penyelenggara Jasa 

Pengolahan Uang Rupiah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 177, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5923), 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 

Peraturan Bank Indonesia ini. 

 

Pasal 87 

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 30 Agustus 2019 

 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

 

   ttd 

 

         PERRY WARJIYO 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 30 Agustus 2019 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,  

 

  ttd 

 

YASONNA H. LAOLY 
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